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ABSTRAK

Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Talum 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pada PT. Telekomunikasi Indonesia
di Ujung Pandang, Heeti Elfrida Siahnen dengan Dr. H. M. Laica Marzuki, S H. sebagai
Konsultan I dan Marthen Arie, S.H. M H. sebagai Eonsultan IL

Tenagn kerja sebagai sumber daya manusia disamping merupaksn modal utama
dalam pembangman juga menimbulkan berbagai masalah disekitar ketenagakerjasn
Oleh karena itu perlu suaty sarana perlindungan dan kepastian bukum bagi temaga kerja,
yakni dalam bentuk peraturan atau ketentuan-ketentuan sehingga perusahazn tidak lagi
memperlalukan para pekerja secara sewensng-wenang tanpa memperhatikan
kepentingan para pekerja
Pemulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetani temtang pelaksanaan periincungan
keselamatan kerja, Kwususmya terhadap pekerjakaryawan PT. Telekomumikasi
Indonesia di Ujmg Pandang dan untuk mengetahui faktor-faktor ysng mendubung
maupun yang menghambat pelaksanaan perlincungsn terhadsp pekena dalam
mewujudkan keselamatan kerja

Penelitian ini berlokasi pada PT. Telekommikasi Indonesta Wilaysh VII Ujng
Pandang Dari penelitian yang dilakukan sken menghasilkan dua jenis sumber data,
vaity data primer yang diperoleh secars langsung dari Kepala Bagimn SDM FT.
TELK.OM beserta staf den melalui sngket atau kuesionsr. Data kedua yang diperoleh
adalah data selumder yaitu dats yang diperoleh dari data yang telah ada dalam bentuk
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data-data yang diperoleh baik data primer mmzpun data selamder eelanjutnya dianalisis
gecara kualitatif dengan pendekaten deskriptif, yang menggambarkan masalah-masalah
yang menyangiut pelakemas perlindungan terhadap keselamatan kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusshasn PT. Telekommikasi Indonesia
di Ujung Pandang telah melakssnakan secars pemuh perlindungan keselamatan kerja
terhadap pekerja, dimana perusshasn tersebut telash melakeanakan pemeriksaan
kegehatan sebelum dan setelah bekerja, melengkapi semua alat-alat keselamatan kerja
bagi para pekerjanya dan adanya kesadaran dari para pekerja untuk menggunaken alat-
alat tersebut demi keselamsatan mereka dalam bekena
Selamjutnya dapat disimpulkan pula babwa pelaksanaan keselamatan kerja pada PT.
Telekommikasi Indonesia di Ujung Pandang telah sesuai dengan eyarat-syarst yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamtan kerja
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAEKANG MASALAH

K:majuan vang dicapai oleh suatu bangsa dalam mengisi pembangunan
ditandai oleh perubahan dan perkembangan industrinya, dari industri tradisional
menjadi industri modern dengan penerapan teknologi canggih

Seperti telah diketahui, bahwa sejak Repelita Pertama yang dimulai pada
tahun 1039, bangsa Indonesia telah gial inelaksanakan pembangunan diberbagni
seldor. Demikian pula dengan Repelita-Repelita seterusnya hingga pada Repelita ke-
enam.

Dimana dalam Repelita ini ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat
yang merupakan penggerak utama pembangunan jangka panjang kedua, seiring
dengan kualitas sumber daya manusia maka prioritas pembangunan lima tahun
keenam adalah pembangunan gektor-sektor dibidang ekonomi dengan keterkaitan
antara industri daa pertanian serta bidang pembangunan lairmya dengan peningkatan
lowalitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan hal ini pemerintah juga mengupayakan peningkaian
pembangunan disektor industri. Pembangunan industri yang gemakin maju saat ini
;:elah memberikan hasil-hasil yang dapat meningkatkan taraf hidup dan tingkat
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, memperiuas lapangan kerja serta kesempatan

kerja
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Dalam peningkatan industrialisssi yang seirama dengan laju pembangunan itu
perlu diikuti dengan langkah pengamanannya. Dengan demikian tujuan pembangunan
ialah meningkatkan kesejshterasn masyarakat benar-benar dapat tercapai dengan sebaik-
baiknya. Langkah pengamanan yang dimaksnd antara lain adalah pengamanan tempat
kerja serta lingkungan disekitar tempat kerja tersebut, baik ditinjau dan segi keselamatan
mapun kesehatan tenaga kerja dan masyarakst selatarnya

Kondisi seperti ini memerlukan perhatian yang serius dalam hal perlindungan
terhadap tenaga kerja khususnya dalam bidang keselamatan kerja yang distur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ketetspan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 Tahun 1993 Temtang
Garig-Guriz Besar Halusn Negsra, bidang Pola Umum Pelita Ke-Enam Bagian
Pembangunan Ekonomi angka 3¢, yang berbuny :
~Perlindungan ftenaga kerja yang meliputi halk berserikat dan berunding
beselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial fenaga kerja yang
mencakup jaminan hari tua, faminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap
kecelakaan dan jaminan kemafian serta syarat-syara kerja. ladnrrya perlu
dikembangkan secara terpadu dan bertahap demgan mempertimbangkan
dampak ekonomi dan moneternya, kesapan sektor terkail, kondid pemberi
kerfa, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerfa".
Berdasarkan pada rumusan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah telah
mamhm-iknnparhaﬁmyangaukmbmmhndapparlindunﬁihumkuju
Perhatian pemerintzh dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilihat
dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan, dengan
hurapen getisp pervsahasn akan menerapkan aturan-aturan tersebut dengan penuh rasa

tanggung jawab.



Demikian pula halnya dengan pekerja/karvawsan akan merasa terlindungi dengan
adanya kebijakan-kebijakan tersebut
Beberapa ketentuan yang menyangkut perlindungan tenagan kerja khusus yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap Keselamatan Kerja, antara lain :

- Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja

Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 9 :
“Tiap tenaga kerja berhak mendapar perlindungan atas keselamatan, kesehatan
serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesual dengan
martabat manusia dan moral agama”.

Pasal 10 :
“Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup :

Norma Keselamatan Kerja;

Norma Kesehatan Kerja dan Hygienis Perusahaan;

Norma Kerfa ;

Pemberian ganti kerugian Perawatan den rehabilitasi dalam hal
kecelakaan kerja.

AN &R

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Pagsal 23 yang berbunyi :

(1). Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mevwujudian kesejahreraan;

(2). Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja,
pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja;

(3). Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan keschatan kerja;

(4). Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan dergan Peraturan Pemerintah.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan



Pasal 159 yang berbunyi :

(1). Setiap tenaga keria yang bekeria didalam hubungan kerja sektor
informal dan diluar hubungan kerja berhak untuk memperoleh
keselamatan kerfa dalam melakhuhan pekerjaan.

(2). Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayar (1), dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlai

Dari berbagai ketentuan diatas, jika diterapkan oleh setiap perusahaan dengan
baik maka akan tercipta hubungan yang harmonis didalem perusahaan tersebut.

Dalem kenyataan masih banyak ditemukan adanys perusahaan yang tidak
mentaati ketentuan yang telah digariekan oleh pemerintah.

Dimsna seiring perkembangan industrialisas, peran para pekerja pun kian makin
menonjol.

Potensi para pekerja tidak lagi digunaken hanya sebagai perjusngan kesejalderaan
tetapi lebih dari itu, mereka kndang dimanfaatkan sebagai “Mediz” oleh pihak ketiga
demi kepentingan pihak tersebut. Hal ini dapat kita lihat dan dengar, baik melalui Media
Tulis maupun melalui Media Elektronik

Alasan dimanfastkannya para pekerja !nraehu! -lidak lain karena memang
posisinya sekarang kadang memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan alat politikc

Hal ini masih ditunjang oleh kehadiran Media yang punya “Kewajibanr” memuat
berita-berita yang sedang hangat sehingga sedikit saja sksi yang dilakukan oleh pekerja
akan membuat para pekerja tempat lain tahu tentang aksi tersebut. Gejala ini banyak

terjadi di perusshaan-perusahaan.



Kesalahan yang ada disadari aten tidek kadang-kadang disebabkan oleh pihak
perusahaan. Tidak jarang jaminan atas keselamatan kerja para pekerjakaryawan tidak
geimbang dengan resiko kerja yang dihadapi sewaldu-wakiu

Melibat kondisi ketenagakerjasn sekarang ini, apalagi ditambah dengan
pentingnya pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja tersebut, mendorong penulis
untuk melakukan penelitian dilapangan guna dikaji dalam tulisan ilmigh dengan Topik :

“TINJAUAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEEERJA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN .I'P.T;ﬂ TENTANG

KESELAMATN KERJA PADA PT. TELEKOMUNIEASI INDONESIA DI

UJUNG PANDANG™.

Pertimbangan memilih topik tersebut adalah untuk mengetahui wiuhmn
perlindungan keselatan kerja bagi pekerja/karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia di
Ujung Pandang. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahunl970 dipatuhi oleh pihak perusshaan, sehingga pada akhimya dapat
menciptakan keamanan bagi pekerja terhadap kemungkizan resiko yang dapat terjadi
oleh karena pekerja tidak hanya sebagai alat prm:hlm untuk mencapai l’l.l-jl.lﬂ.l.il perusshaan
fetapi terwujud pula jaminan keselamatn kerjanya

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
objektif tentang pelaksanaan keselamatan kerjanya oleh perusahaan tersebut terhadap



1.2. RUMUSAN MASALAH

Mengingat bahwa tenaga kerja merupakan modal wtama serta pelaksana daripada
pembangunan masyarakat pancasila yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat termasuk
para pekerja, sebagai palaksana pembangunan harus dijemin  hakoys, diatur
kewsnjibarmya dan dikembangkan daya gunanya dengan melalui pemberian perlindungan
kerja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap pekerja
Dalam hal ini dapat meliputi perlindungan keselamatan kerja, perlindungan upah,
perlindungan asuransi tenaga kerja dan jaminan sogial tenaga kerja

Dengan cakupan yang sangat luss itulah, maka dalam pembahasan skripsi ini
difokuskan pada perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan terhadsp pekerja untuk mewnjudkan keselamstan kerja pada PT.
Telekomunikasi Indonesia di Ujung Pandang telah terlakeana sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970,

2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanasn perlindungan
- terhadap pekerja untuk mewujudkan keselamatan kerja tersebut?

13. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatss, maka pepelitian
ini bertujuan sebagai berikut :

. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja dalam rangka

mewujudkan keselamatan kerja pada PT. Telekomunikasi Indonesia di Ujung

Pandang.



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung mavpun menghambat pelaksanasn
perlindungan terhadap pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan kerja tersebut.
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah
- Diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahasn tentang keselamatn
kerja, mengenai keadaan yang ditemukan pada perusshaan tersebut.
- Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan Imu Hukum

pada umumnya dan Hukum Perburuban pada khususnya.

14. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk dapat memahami dan memberikan gambaran singkat tentang hal-hal yang
dibahas dalam skripsi ini, maka dikemukakan pokok-pokok materi yang sistematikanya

sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini akan divraikan latar belakang masalah berkenasn dengan
perlindungan keselamatan kerja, rumusan masalsh, dﬁimiﬁg itu juga akan
dijelaskan tentang tujuan dan kegunasn penulisan serta dikemukakan pula tentang

sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dibahas tentang pengertian pekerja, bak dan kewajiban pekerja,
tinjanan tentang perlindungan keselamatan kerja, dasar lmkum pelaksanasn

keselamatan kerja, serta syarat-syarat keselamatan kerja.



BAB 3. METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian, teknik pengumpulan data,
jenis dan sumber data, serta analisie data.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan (entang pelaksanaan perlindungan
keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT. TELKOM di Ujung Pandang,
Baik yang dilspangan maupun yang didalam ruangan kantor, guna
memperoleh gambaran dimana resiko kecelakaan kerja dan penyebab terjadinya.

Kemudisn dibahas pula faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
perlindungan keselamatan kerja menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970,
gerta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan

keselamatan kerja pada PT. TELKOM di Ujung Pandang.

BAB 5. PENUTUP _
Pada bab ini berisikan simpulan dan seran-saran, yang merupakan  reduksi atas
gegala urmian maupun analisis dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran
dalam upays memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditentukan dalam hasil

analisis,



BABII

TINJAUAN PUSTARKA

2.1. PENGERTIAN PEKERJA

Dalam membahas mengenai pengertian pekerja, kita tidak terlepas dari asal
katanya dari istilah “Buruh”.

Mengenai pengertian istilah “Burub” m.2njadi istilsh “Pekeria” dilakukan
karena istilah buruh sebenarnya merupakan istilah teknis biasa, yckni tenaga kerja
yang bekerja pada orang lain dengan megerima upsh Pengertien ini kurang
menguntungkan karena adanya kata “Burub” berarti ada “Majiken” yang memberi
kesan hubungan antara Burnh da Majikan lidak astingkat dan terdapat 2(dua) kelas
yang berbeda kepentingan.

Mendengar kata Buruh orang akan membyangkan sekelompok tenaga kerja
digolongan bawuh yang men gandalkan otot. Pekerja administrasi tentu saja tidak man
digebut buruh, Karena itu penggunaan kata buruh telah mempunyal motivisi yang
kurang baik, hal ini tidak mendorong tumbuh dan berkembangnys suasana
kekeluargaan, kegotongroyongan dan musyawarah untuk mufakat dalam perusahaan,
karen itu tidak cocok dengan isi jiwa Hubungan Industrial Pancasila

Pengertian istilah Buruh menjadi Pekerja, itn pertama kali dikemukakan pada
Seminar Hubungan [ndustrial Pancasila yang disusun oleh Lembaga Triparteit

Nasional. Untuk mendapatkan istilah baru tersebut, maka kita harus kembali kepada



pedoman pokok yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Penjelasan Pasal 2
disebutkan sebagai berikut ;

“Yang dimaksud golongan-golongan ialah badan-badan seperti Serikat Pekerfa,
koperasi dan lain-lain Badan Kolektif™.

Jelaslah pengertian disini batrwa Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan
igtilah “Pekerja” sebagai pengganti kata *“Burub™ telah disepakati bersama oleh
Lembaga Triparteit Nasional Begitu pula dengan penggunaan istilah “Serikat Pekerja”
adalah untuk menggantikan istilah wSerikat Buruh”. Demikian juga dengan istilah-
istilah lainnya seperti Perjanjian Kerja Bersama aiad Perjanjian Perburuhan (PEB)
yang digunakan sekarang igtilah Kesepakatan Kerja Bersama (KEB).

Sehubungan dengan maksud diatas skan dikemukakan beberapa kelentuan
yang memust batasan pengertian Buruh, antara lain :

1. Undsng-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan pada pasal 1 ayst (1) sub. &
“Buruh adalah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah *
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah pada
Pasal 1 sub. ¢!

«Byruh adalah renaga kerja yang bekerja pada pemsﬂflm' dengan menerima
upah “.

Atas dmrnmuﬂndiﬁasdapuﬂahdikmhuihahwapadapokuknya
pengertian Buruh mempunyai 2 (dua} kempenen yang tidak dapat dipisahkan safu

gama lainnya.

10



¥ L] ma e Tl
Buruh itu bekerja pada majikan atau pengusaha dengan menerima imbalan
jasa berupa upah dan dilan pihak majikan aiay pengusuin harus mampu memberikan
imbalan jasa pada pihak buruh. Hal ini harus dicantumkan secara tegas didalam
Peraturan Perusahasn yang bersangkutan untuk memberikan jaminan kepastian
hukum bagi para pekerja

Beberapa ahli Hukum Perburuhan masih ada yang menggunakan igtilah Buruh

dan ada juga yang menggunakan istilah pekerjaan.
Yang memakai istilah Buruh antara lain :
1. Bedjo Siswanto (1987 10} mengemulkakan |

wBuruh adalah mereka yang bekerje pada usaha perseorangan dan diberikan
imbalan kerja secara harian maupun harongan sesugl kesepakalan kedua belah
pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebul
diberikan secara harian ™.

2. F. ¥ Djuialdji, SH. (1987 : 15) mengemukakan :

s Buruh dapat memutuskan hubungan kerja sevaktu-waktu fanpa pernydaiacn
pengakhiran afau tanpa memperhatikan [engeang pengakhiran dan ltanpa
persefujuan mafikar.

3. Halili Toha, SH dan Hari Pramono (1986 : 3) mengemukakan :

“« Buruh adalah seseorang yang bekrja pada orang lain {lazimnya diselnd
mafikan) dengan menerima wpah, dengan selalipus mengesampingkan persolan
antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilainkan, dibawah pimpinan orang
lain, dar mengesampingkan pula perseolan antara pekerjaan dan pekerja”.

Selanjutnya istilah Pekerja dikemukakan antara lain :

1. Imam Seepomo (1986 : 26) berpendapat bahwa :
“Pengertian pekerja adalah sangat luas yaifu Hap orang yang melakukan

pekerjaan bak dalam hubungan kerja@ maipin diluar hubungan kerja yang
secara kurang tepal oleh sementara ini, sepertl seorang Dokter yang membuka
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praktek, Partibulir, Seorang Pengacara, Seorang Penfual Kopi dipinggir jalan,
Seorang Petani yang menggarap sawahnya sendin dan lan-lain. Kita gunakan
istilah fiwa pekerja swapekerja ini bekerja atas tangeung jawab dan resiko
sendiri. Demikian fuga dengan istilah karyawan, yaitu tiap orang yang melakukan
karya (pekerjaan) karena itu kta kenal istilah karyawan-buruh, karyawan-
pengusaha, karyawan angkatan bersenjata dan lain sebagainya.

2. Darwin Prinst (1993 : 23) mengemukakan pengertian pekerja dan buruh secara
bersamasn Pengertian ini dirangkum dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947
Tentang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang
Jaminan Sesial Tenaga Kerja (JAMSOSTELR), yatu ;

“Buruh adaiah pekerja yang meliputi :

& Magang, murid dan sebapai yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan
memberikan tujangan dalam hal mereka menerima upah.

b, Mereka yang memborong pekerja yang biasa dikerjakan di perusahaan yang
diwajfibian memberi tunjangan, kecuall jika mereka yang memborong pekerfaan ity
sendiri yang menjalankan perusahaan yang diwajibian memberi tunjangan.

c. Mereka yang bekerja pada seseorang yang memborongkan pekerjaanyang basarya
dikerjakan oleh perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, mereka ifu
diangeap bekerja pada perusahaan. Majikannya yang memborong itu sendin
menjalankan suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunfangan dimana
pekerjaan yang diborong.

d  Orang hubuman yang bekerja pada perusahaan yang diwajiblan memberikan
tunjangan, tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti rugi karena kecelakaan
selama mereka menjalani hukuman ", '

Selanjutnya masih terdapat pengertian lain yang ada kaitannya dengan
pembahasan penulis, yaitu mengenai tenaga kerja yang terdspat dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan,

Pasal 1 bahwa :

“Tenaga kerja adalah sefiap orang laki-laki atay wanita yang sedang -
dalam dan/ atau akan melakuken pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan
kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakal. ”
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Dalam catatan Pasal 1 tersebut dijelaskan pula bahwa pengertian tenaga kerja
sangatlah luas, meliputi semua pejabat negara, seperti Presiden, Fetua dan Anggota
MFE, DFR, Menteri, semua pegawai negara baik gipil maupun militer dan kepolisian,
semua pengusaha, buruh, swa-pekerja, penganggur dan sebagainya

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Asuransi Sosial Tenaga
Kerja, dimana dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan milik milik swasta, termasuk
perusahaan yang didirikan menung Peraturan Penanaman Modal Dalam MNegeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja pada
Perusahaan Unum (PERUM), Perusahaan Persercan (PERSERQ), Perusahaan Milik
Negara (BUMN), dan Perusahaan milik negara yang didinkan dengan atau
berdasarkan undang-undang fersendin.

Melihat bunyi dari undang-undang distas, memberikan batasan mengenai
pengertian tenaga kerja, karena yang mendapat Jaminan Sosial dari perusshaan
Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang bekerja pada perusshaan dan menjadi peserta
dalam program ASTEK.

" Dari uaian distas, maka dapatlsh diketahui bahwa perlindungan tenaga kerja, _
khususnya yang menyanghut keselamatan kerja para tenaga kerja/pekerja bukan hanya
menjadi tanggung jawsb pimpinan perusshaan, tetapi juga menjadi tanggung jawsb
pemerintah.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa kesejahteraan tenaga kerja khususnya, dan
kesejahteraan rakyat pada umumnya merupakan tugas pemeriatah sebagaimana negara
Republik Indonesia adalsh negara hukum, dimana pemerintah turut sktif dalam

menyelenggarakan kesejshteraan sosial bagi semua orang atau kepentingan umum.
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Dalam penulisen selanjutnya akan digunakan istilah pekerja, karena penulis
tidak membedakan antara istialsh pekerja dengan istilah karyawan Namun apabila
kata “karyawan” dikaji lebih mendalam terutama ditinjau dari kata “keryawan” berasal
dari kata “Karya”. Jadi siapa saja yang dapat bekerja atan melakukan pekerjaan, maka
ia-nya adalah karyawan termasuk misal Dokter Praktek, Pengacara, Pencipta Lagu dan
lain-lain

1. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA
Hak adalsh sesuatu yang harus diberiken kepada seseorang sebagai skibat dan
kedudukan stau statusnya Hak juga diberikan pada sast eeormg telsh melskukan
kewajibannya
Adapun hak-hak pekerja selubungan dengan perlindungan terhadap keselamatan kerja,
yaifu :
a Hak bebas memilih pindah pekerjasn sesuai bakat dan kemampuannya
(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969);
b. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah
keahlian dan ketrampilan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969);
¢. Hak untuk meminta kepada pengurus agar dilaksanakansemua syarat keselamatan
kerja yang diwsjibakan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969);
-d.-Hak menystakan keberatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajiblmn

diragikan olehnya. (Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970).
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Disamping mengatur hak-hak pekerja, dalam peraturan ketenagakerjasn diatur
pula mengenai kewajiban pekerja. karena hak dan kewsjiban merupakan 2(dua) hal
yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan timbal-balik.

Berikut disebutkan kewsjiban pekerja selwbungan denmgan perlindungan
terhadap keselamatan kerja, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970)

a  Wajib mematulu peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan atan majikan

b. Wajib mematuhi perjanjian kerja

¢. 'Wajib mematuhi perjanjian perburuhan

d  Waijib memberikan keterangan yang bensr bila diminta oleh pegawai pengawas
atau ahli keselamatan kerja

e. Memaksi alat-alat perlindungan diri yang diwajiblkan

f Memenuhi dsn mentasti semua syarat-syerst keselamstan kerja yang

divwayiblan.

232. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN EESELAMATAN KERJA
Norma perlindungan kerja berarti standar atau ketentuan tertentu yang harus
dijadiken pedoman atan peganggan pokoknya (G. Kartasapoetra, 1992 : 130).
Selain itu pengertian perlindungan dapat pula dijelaskan sebagai berikut:
1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Anfon M. Mulyono(1928)
Bahwa perlindungan terdiri atag kata daser lindung yang artinya terhindar aian

dihindar.
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2. Pengertian perlindungan secara terminologi adalsh suatu jaminan yang diberiken
kepada seorang agar terhindar dari bahaya atau resiko dalam melakukan suatu
kegiatan.

Sedangkan pembinaan norma-norma perlindungan ielsh pembentukan penerapan dan

pengawasan bag perlindungan tersebut (G. Kartasapoetra, 1992 : 130).

Jadi setiap perusahasn hams senantiasa memperhatikan dua hal pokoknya
tersebut, yaitu norma perlindungan dan pembinasn terhadap norma perlindungan.

Hak-hak yang perlu dilindungi yang mencakup keselamatan kerja adalsh
behaya yang dapat dih‘n:ﬂ.;nulkm pada waktu para pekerja sedsng aktif melakukan
pekerjasnnya, yaitu bahaya-bahaya dari :

a Mesin kerja dan alat perlengkapannya;

b. Pesawat baik yang menjalankan tepaga uap ataupun listrik beserta alat
perlenghkapannys;

c. sarana perlengkapan kerja lainnya beserta perlengkapanmys,

d lingkungan kerja yang sesak atan kurang teratur,

¢. cara-cara menangani pekerja, dan ;

f sifat fisik dan mental pekerja

22.1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KESELAMATAN KERJA
- Setiap perusahaan baik yang bergerak dalam bidang produksi maupun yang
bergerak dibidang jess, ituntut untuk meningkatkan mutu lingkungan kerja. Sebagai

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa termasuk juga PT. Telekomunikasi
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Indonesia khususnya di Ujung Pandang telsh menyadari dengan melaksanakan
program keselamatan kerja yang yang maksimal akan meningkatkan mutu lingkungan
kerja yang baik }ang akhimya akan meningkatkan pula produktifitas kerja
Untuk mengetahi mamfant keselamatan kerja, maka perlu diketahui terlbih
dahulu yang dimaksud keselamatan kerja tersebut akan memudahkan dalam menglaji
objek penelitian disamping sebagai landasan dalam pembahasan selanjutnya
Ada beberapa pengertian yang akan diuraikan, baik yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan maupun yang dikemukakan oleh para shli perburuhan.
a Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Anton M. Muliono (1988:198):
“Bahwa keselamatan kerja terdiri atas kata keselamatan dan kerja Kata keselamatan
berasal dari kata dasar “Selamaf”, yang artinya :
Terpeliharanya dari bencana (lalu berarti terhindar dari bashaya, aman sentoss,
sejahters; tidak hrmgantuqmpun;nehﬂl;ﬁdﬂcmtndnpﬂm kerusalmn
dan sebagainys; beruntung tercapainya maksud, tidak gagal)”.
Sedangkan Keselamatan mempunyai arti
Perihal (keadsan dan sebagainys), selamat; sejshters; kebshagisan dan
* scbagainya”
Kata Kerja sendiri menurut Anton M. Muliono (1988 428) berarti :
“Perbuatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat); pekerjaan sesuatu yang

dilalaskan untuk mencari naflah pencaharian; dan sebagainya”,
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b. Pengertian keselamatan kerja secara Terminologi adalah :
“Segala tindakan upaya persyaratan yang dapat dilakukan umtuk menghindari
atau mencegah terjadinya bencana bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atan
gangguan kesehatan didalam melakukan suatu perbuatan pekerja

. Mem.trut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pasal 2
ayat 1 sebagai berikut :

“Yang diatur dalam undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala

tempat kerja, baik didarat, didalam dalam darat, dipermuknan air, didalam air

ataupun di udara, yang berada didalam kekuasaan hukum Republik Indonesia™

Atas dasar ketentuan diatas nampak bahwa secarm yuridis pengertian
keselamatan kerja tidak dirumuskan secara tegas, sehingga pengertian-pengertian
keselamatan kerja hanya didaserken pads pengertisn yang dikemukakan oleh para shli
Hubum Perburuhan, antara lain :

a Keselamatan kerja menurut Soepomo (1574 :8) :

“Bahwa dilihat dari segi perlindungan kerja lebih condong digunakan istilsh
keamanan kerja yang artinya bwuh yang melakukan pekerjaan demgan
menggunakan alat mesin atau hll!.ﬂ.'ll yang berbahay dapat bekerja dengan aman™.

b. Soeryono (1985 :1) :
“Kegelamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan keseigmatan

tempat kerja, dn lingkungan setempat, cara-cara melakukan pekerjaan”,



Pengawasan keselamatan kerja menurut H. Koontz (Suma’mur, 1987 : 106):
“Pengawasan adelah sualn iangewion usaha yang medipud peneniuan
standar penilaian apa yang akan dicapa, menentukan ada tidaknya
penyimpangan, dan bila perlu mengambil tindakan-tindakan perbaikan. "
Dalam sistem manajemen, keselamatan berhubungan dengan pengawasan atal

kontro). Karena definisi keselamatan adalsh kontrol (pengendalian) atau pengawasan

kerugian akibat kecelakaan Definisi ini meliputi luka, sakit, kerusakan, maleri, dan
kerugian pada proses keselamatan mencakup pencegahan kecelakaan dan menjaga
kerugian semaksimal munglin bila terj adi kecelakaan,

Untuk mewujudian keselamatan kerja yang maksimal, kesehatan para pekerja
harus diperhatikan cleh setiap perusahaa.

Melalui Peramran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PEROZMEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja diatur dalam
penyelenggaraan keselamatan tenaga kerja Pemeriksaan keselamatan tenaga kerja ini
meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus.

Dalam rangka meninghkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di suatu
perusahaan, sepert! telah dikemukakan sebelumnya maka hal yang sangal penting
harus diperhatikan adalah pelaksapaan dan pengawasan keschatan dan keselamatan
kerja

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya suatu gistemn pelaksanasm
dan pengawasan keselamatn dan kesehatan kerja Sistem pelaksanaan ini meliputi

Pelaksanaan pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksasn berkala, pemeriksaan
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c. Mahmud Muhammad (1991 : 1) mengemukakan :
“Keselamatan kerja adalah keharusan melakukan pencegahan kecelakaan guna
perlindungan dan kesehatan kerja, sekaligus pengamanan sumber-sumber produksi

lninnya ager dicapai peningkatan produktifitas perusahaan secara menyeluruh”.

Memperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli
Hukum Perburuhan diatas, nampak bahwa perlindungan keselamatan kerja terhadap
pekerja mencakup berbagai aspek meliputi : Pemeliharaan kesehatan waktu kerja,
perlakuan secara sama tanpa diskriminasi, pemeliharaan sikap bekerja, dan tunjangan
kecelakaan

Berkaitan erat dan tidak terpisahkan dari keberhasilan suatu perusahaan dalam
meningkatkan perlindungan terhadap pekerjanya dari segi keselamstan kerjanya, maka
ada 2 (dua) faktor yang sangat menunjang tercapainya keberhasilan tersebut, yakmi :

a Pelaksanaan keselamatan kerjanya

b. Pengawasan terhadap keselamatan kerjanya

Untuk lebih jelasnya akan divraikan kedua faktor tersebut diatas.

Pelaksanaan keselamatan kerja mepurut H Koontz (Suma’mur, 1987 : 105) :
“Bolaksanaan adalah rengholan useha-uscha dimana maner harus
membimbing dan mengarahkan serta menggerakkan bawahannya agar mau
berusaha dan bekerja guna mencapai hyuan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan organisasi”.

Suatu organisasi perusahaan yang mengutamakan keselamatan kerja

pelaksanaannya harus mencerminkan keterlibaten semua pihak, baik etai’ meupun

lapangan.
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khusus, training keselamatan dan kesehatan kerja sedangkan sistem pengawasan

keselamaian dan kesehatan herin meliouti sistem pencatatan

2 1.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA

Berkembangnya teknologi industri menyebabkan semakin meningkatnya pula
bentuk peralatan yang digunakan. Mulai dari perangkat yang ringan, sedang sampal
perangkat yang berat Hal ini mengakibatkan gemakin tingginya pula resiko
kecelakaan yang mungkin terjadi, baik pada waktu melakukan pekerjaan maupun
diluar waktu kerja

Dengan meningkatnya resiko fersebut, maka perlu adanya perhatian dan
pengawasan yang lebih maksimal, baik dari tenaga kerja itu sendiri maupun dan
perusahaan, bahkan dari instansi yang terkait. Untuk kepentingan tergebut pemerintah
mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur keselamatn kerja sebagai landasan
hulum pelaksanaan keselamatan kerja setiap perusshaan.

Sehubungan pelaksanaan keselamatan kerja tersebut, maka pada bagian ini skan
diuraikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan peganggan,
khususnya bagi tenaga kerja dalam mempertahankan hak-haknya

1. Uudang—Uudaug Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi -

“Tiap-tiap warga negara berhai atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.”

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada jaminan untuk memperoleh

pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan tujuan untuk méncapa
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kesejahteraan sosial yang seimbang, yang tidak terkecuali bagi pekerja yang bekerja
pada perusahaan-perusahaan.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
Pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan memberikan tunfangan, majikan
berkewajiban membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapal kecelakaan
yang berhubungan dengan hubungan kepja pada perusahaan itu menurut yang
ditetapkan dalam undang-undang.

Hal ini berarti, bahwa setiap buruh yang mendapat kecelakaan dalam hubungan
dengan pekerjasnnys, meka perusahasn yang bersangkutan wajib memberikan
tunjangan dan ganti kerugian. Tunjangan itu tidak hanya diberikan dalam hal
kecelakaan kerja, tetapi juga dalam hal timbulnya penyakit yang ada kaitannya dengan
perusahaan, karena penyakit yang ditimbulkan dari akibat pekerjaan disamakan dengan
kecelakaan kerja.

Perusahaan yang diwajibksn memberikan tunjangan antara lain :

' a Yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin;

b. Yang mempergunakan gas yang telah dicairken aftau yang memnjadi cair karena
tekanan;

¢c. Yang mempergunakan zat, baik padat, cair maupun gas yang sangal tinggi panasnya
atay mudah terbakar, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit
atan cara lain yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan; -

d Yang menyebabkan, mengubabh, membagi-bagikan, mengalickan, atau

mengumpulkan tenaga listrik ;
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e. Yeng mencairkan atau mengeluarkan barang galian dari tanah;

f Yang menjalankan pengangkutan orang atay barang:

g Yang menjalankan pekerjasn memuat atau membongkar barang;

h Yang menjalankan pekerjasn, mendiriken, mengubah, membetulkan atau
membongkar bangunan, baik dalam atau diatas tanah maupun di dalam air,
membusat saluran dalam tanah dan jalan;

i. Yang mengusahakan hutan;

J- .:fan g mengusshakan siaran radio;

k. Yang mengusahakan pertanian;

. Yang mengusahakan perkebunan;

m. Yang mengusahakan perikanan.

(Pasal 1 ayat(1) Undang-undang No. 33 Tahun 1947)

Menurut Pasal 2 ayat (2), jika suatu perusshaan tidek termasuk dalam
perusshaan yang disebutksn diatas, tetapi manakala pekerjaan itu berbabaya bagi
tenaga kerja, maka perusahazn yang bersangkutan wajib memberikan tunjangan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja.

Didalam Pasal 12 ayat (2) yeng mengisyaratkan perlunya suatu aturan

keselamatan kerja bagi tenaga kerja, yang berbuanyi :

“Dalam peraturan pemerintah alran ditetapkan hal termaksud pada ayat (1)
beserta syarat-syarat uriuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. ™
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok mengenai
Tenaga kerja, ketentuan yang mengisyaratkan perlunya keselamatan kerja adalsh
gebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, yang berbunyi :

“Tiap tenaga kerja berhak mendapatiun perlindungan atas keselamatan kerja,
resehatan, kesusilaan, pemeliharaan dengan martabat dan norma agama. ™

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tenlang Keselamatan Eerja
Undang-undang ini merupekan peraturan yang ditunjuk langsung oleh Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1997 sehubungan dengan p-e].akmna;! keselamatan kerja

Materi yang diatur oleh undang-undang keselamatan kerja ini meliputi eub-sub
- Perselisihan, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja,
Pelaporan kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewsjiban bila memasuki

tempat kerja

223. SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Setisp perusahaan dalam bidang apapun mengharapkan dapat meningkatkan
produksinya untuk kemajuan perusshaan itu sendiri, keselamatan kerja merupakan
suatu wujud nyata dari adanya hubungan industrial pancasila

Keselamatan ini dapat diwujudkan jika disokong olch syara-syarat kerja yang
baik, syarat-syarat kerja yang meliputi penggunaan alat-alat perlengkapan keselamatan
kerja, sepenubnya disershkan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan

memperhatikan sifat dan jenis perusahasn.



k. e )

Penentuan syarat-syarat keselamatan kerja, selain berpedoman pada ketentuan

Undang-undang Nomor 1 Tohun 1970 harus pula memperhatikan klasifikasi

kecelakaan akibat kerja sebagai berikut :

| Klasifikasi menurut jenis pekerjaan, misalnya : terjatub, tertimpah benda jatuh,
gerakan-gerakan melebihi kemampuan pengarub subu tinggi, terkena arus listrik
dan sebagainya;

2. Klasifikasi menurut penyebabnys, misalnya dizebabkan oleh mesin, alat anglut,
dan alat anglat dan peralatan lain seperti bejana bertekanan dan sebagamya;

1. Klasifikasi menurut sifat luka ataw kecelakaan, misaloya  patah tulang,
dislokasifieseleo amputasi, pengaruh radiasi;

4 Klasifikasi menurut letak kelainan atan luka ditubuh, misalnya kepala, lener,
baian, anggota atas, anggola bawah, dan letak lain yang tidak dapat dimasulkkan
klasifikasi tersebut,

Dengan berdasarkan klasifikasi kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja
yang dikemukalkan diatas, maka baik penyebab maupun alabat kecelakaan tersebut
sepenubnya tergantung pada jenis perusahaan Jadi dengan demikian persyaratan
kegelamatan kerja pada suatu jenis perusahaan mungkin tidak dapat diterapkan pada
perusahaan lain dan tidak semua perusahaan mempunyai resiko kecelakaan akibat
kerja yang sama Demikian pula tidsk semua perusshaan yang menimbulkan

kecelakaan kerja mempunyai akibat yang sama.
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Kecelakaan yang terjadi temtu ada penyebabnya Cara penggolongan
kecelakaan ditiap-tiap perusshaan bigak sama, namun pada umumnya kecelakaan
dizebabkan oleh 2 (dua) golongan penyebab, yaitu
1. Perbustan manusia tivak memenuhi keselamatan (unsafe human acts);

2. Keadasn lingkungan =ang tidak aman (unsafe conditions).

Selain memperhatikan  klasifikasi  kecelakaan, penentuan syarat
keselamatankerja harus pula berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970, khususnya yang mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja
Pada Pasal 3 ayat (1) Undag-undang Nomeor 1 Tahun 1970 berbunyi :

“Derzan peraturan  perundang-undangan ditertukan  syarci-syaral
keselamatan kerfa :

a  Mencegah dan mengurangi kecelakaan,

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

¢,  Mencegah dan mengurangi bahaya peledakkan;

d  Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan din pada waktu
kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya,

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat
perlindungan pada pekerja;

f  Mencegah dan mengendalikan fimbulnya atau menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin,

cuaca, sinar, atan rediasi, suara atay getaran;
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Kecelakaan yang terjadi tentu ada penyebabnya Cara penggolongan
kecelakaan ditiap-tiap perusshaan ticak sama, namun pada umumnya kecelalaman
disebzbkan oleh 2 {dua) golongan penyebab, yaitu ;

1. Perbuatan manusia tivak memenuhi keselamatan (unsafe human acts);
2. Keadasn lingkungan =ang tidak aman (unsafe conditions).

Selain  memperhatikan  klasifikasi  kecelakaan, penpentuan  syaral
keselamatankerja harus pula berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970, khususnya yang mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja
Pada Pasal 3 ayat (1) Unda-g-undang Momer 1 Tahun 1970 berbunyi :

“Denpan  perafiran  perundang-undangan  ditenfukan  syarci-syarat
keselamatan kerja :

a  Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

b, Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

¢. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakkan;

d  Meamberi kesempatan atau jalan menyelamatkan din pada waktu
kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya;

e, Memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat
perlindungan pada pekenja;

f  Mencegah dan mengendalikan timbulnya atan menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin,

cuaca, ginar, atau radiasi, susra atau getaran,
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g Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik
ifisik manpun peilia;

b. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai,

i.  Menyelenggarakan suhu dan udara yang baik;

j.  Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

k  Memelihara kebersihan, kesehatan, dan kerapian;

.  Memperoleh keserasian antara tenags kerja, alat kerja, lingkungan
kerja, cara dan proses kerja,

m. Mengamankan, memperlencar pekerjasn bon gkar muat, pembekuan
dan penyimpaian,

n  Mencegah aliran listrik yang berbahaya,

6. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang

bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Dari uraian syarat kerja diatas, nampak bahwa tindakan perlindungan terhadap
tenaga kerja ada yang bersifat preventif dan ada juga yang hemilﬁt refresif
Hal ini berarti, bahwa dalam melakukan pekerjaannya para tenaga kerja akan
merasa aman karena adanya jaminan teknis dan yuridis untuk mencegah kecelakaan.
| Syarat-syarat keselamatan kerja yang bersifat preventif, misalnya diseliap
perusahaan, baik induslri maupun jasa diwsjibkan untuk :

a Secara tertulis mepempatkan ditempal kerja semua syarat kerja yang diwajibkan;
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b. Menempatkan Undang-undang keselamatan kerja dan peraturan pelaksanaannya
yang mudah dibaca dan dilihat dengan memperhatikan petunjuk dari pengawas atau
ahli keselamatan kerja;

¢. Memasang ditempat kerja semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan;

d Menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan dipakai
untuk keselamatan kerja

Sedangkan syarat keselamatan kerja yang bersifat pada dasamya berupa
langkah-langkah untuk mengatasi dampak lebih jauh dari suatu kecelakaan kerja
seperti pengadaan kotak-kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), bahkan
ada perusahaan yang mempunyai Rumah Sakit dengan kualifikasi berdasarkan jumlah
tenaga kerja yang ada

Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tiga ribu orang atau lebih diwajibkan
mempunyai sarana kesehatan kerja seperti Klinik atan Rumsh Sakit, mobil ambulance,
dan pemadam kebakeran Sedangksn perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja
seratus sampai dengan tiga ratus orang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan.

Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang syarat-
syarat keselamatan kerja itu belum ada yang mengatur secara rinci. Hal ini disebablean
karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini bersifat pokok.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Pasal, yaitu :

Pasal 2 ayat (3), tentang perfunya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tempat kerja yang dapat dipandang membahayakan keselamatan rerja



Pasal 3 ayat (1), tentang perlunya perundang-undangan yang mengatur syara-
syarat keselamatan kerja.

Pasal 4 ayat (1), tentang perlunya perundang-undangan yang menetapkan
syarat-syaral kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredarar,
perdaganggan, ~pemasangan, pemakalan, pengRunaan, pemeliharaan, dan
penylmpanan bahan atau barang produk teknis dan alat-alal yang mengandung dan
dapat menimbulkan kecelakaan.

Pasal § ayat (2), tentang perlunya peraturan perundang-undangan yang
mengatiir wewenang dan kewajiban pengawas dalam melaksanakan Undang-undang
MNomor | Tahun 1970,

Pagal 6 ayar (3), rtemfang kewajiban pengurus unfuk menyelenggarakan
pembinaan kepada teraga kerja dalam hal keselamatan kerja

Dengan melihat beberapa ketentuan yang menghendaki peraturan lebih lanjut
dan ternyata sampai saat ini belum ada produk undang-undang yang dimaksud, baik
dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga secara yuridis
sulit untuk menentukan secara Seragam sebagai patokan syarat-syarat keselamatan
kerja

Akibatnya terdapat beberapa perusahasn yang melaksanakan keselamatan
kerja dengan syaral-syaral mipimal, Hal ini tentunya dapat membahayalean
keselamatan tenaga kerja

Dalam usaha pelaksanaan gyarat-syarat keselamatan kerja maka perlu adanya
upaya keselamatan kerja untuk kepentingan pekerja maupun perusahaan Upaya ini
dapat ditempuh dalam 2 (dua) cara, yaitu sebeulum diterima menjadi pekerja dan

upaya setelah diterima menjadi pekerja



Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1Tahun 1970 yang berbunyi :
"Pengawas oivdjibkan memeriksa kesehatan badan, Fondid mericl, dan

g JUE R s s ok s ANt o e <

Pentingnya upaya pra pekerja ini apabila dalam pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja yang kondisis kesehatannya tidak memungkinkan dipekerjakan, maka tenaga
kerja yang bersangkutan tidak dapat diterima dan kalaupun diterima maka hendaknya
jangan dipekerjakan pada tempat kerja yang mempunyai resiko kecelakaan yang
tinggl.

seteleh diterima pekerja yang baru tersebut sehelumnya diterjunian
kelapangan, fterlebih dahulu diberikan latihan dan pengenalan teniung kondizi
kegelamatan kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan

Selain pemeriksaan keschatan pekerja, juga diberikan latihan secara berkala,
agar mereka bekerja dengan aman baik bagi dirinya maupun bagi rekan sekerjanya
Pembinaan terhadap pekerja sangat penting pula sebagai upaya menciptakan suasana
kerja yang aman dan sehat.
Dalam Pasal 9 ayat (3) {Indang-undang Nomor 1 Tahun 1970, diatur :

“Pengurus diwajibkan men yelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga

kerja yang berada dibawah pimpirannya daiam pencegahan kecelakaan dan
pemberantasan kebakaran serta peningkalan keselamatan kerja dan kesehatan kerja

juga dalam pemberian pertolangan pertama pada kecelakaan.”

Dengan ketentuan tersebut, maka setiap pemilik perusabaan berkewajiban

untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap para pekefa yang bekerja pada
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perusahaannya. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1927 {ealiig Keienagakerjaan, yang berbunyi
krhwnl[:;nmﬂ;ft;fn ﬁiﬁ% ﬁﬁbﬁm terhadap segaa kegiatan Yang

Untuk memantau pelaksanaan pembinaan keselamatan kerja, pemerintah
membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hal ini diatur
dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1270, yang berbunyi

“Menteri tenaga kerja berwenang membenfuk panifia pembinagan
reselamatan dan kesehatan kerfa guna memperkembangkan kerjasama, saling
pengertian dan partisipasi efektif dan pengusaha atau penguris dan teragd kerja
dalam tempat-tempat kerja unfuk melaksanakan fugas dan kewijibannya bersama
dalam rangka melancarkan usaha produksi.”

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Ker'a dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
1970 bahwa pembentukan panitia pembinaan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja.

Pembentulan panitia tersebut adalah untuk menggalangkan persatusn antara
pemilik perusahaan dengan para pekerja, sehingga keamanan, keselamatan, dan
kesehatan kerja dapat teraujud.

Adapun manfaat panitia pembinaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja
adalti
1. Mengembangkan kerjasmma antara UDSUT pimpinan dan tenaga kerja dalam

melmidan kewayibun bersama khususnya dalam pelaksanaan keselamatan dan

kesehatan kerja dan dalam me mperlancar proses produksi pada umumnya
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2 Memberikan pengertian dan keiosafan kepada semua tenaga kerja tentang
kehendak piwpinan atas peigmus fewpar kerja atan perusahamn dalam
melaksanakan pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan penmyakit akibat kerja
ditempat kerja.

3. Mengembangkan pendapat dan rebagai forum pembahasan masalah dibidang
1 egelamatan dan kesehatan kerja kepada pimpinan perusahaan.

4 Memuntan, meingankan beban tanggung jawab semua pihak dalam hal
vencegahan kecelakaan termasuk kebakaran, peledakkan dan penyakit akibat

kerja
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BAB I

METODE PENELITIAN

3.1. LOKASI PENELITIAN

Penelitian merupakan unsur ferpenting darn seluruh rangkaian kegiatan
penulisan suatu karya ilmish. Dengen penelition maka akan terjawab objek
permasalshan Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian  hukum
terapan, yakni meneliti sejauhmana pelaksanaan (Implementasi) keidah bukum
dilapangan Penelitian hukum terapan bertujuan menguji Das Sollen di lapangan (Das
Sein). Penelitian hukum terapan melacak Law In Action dilapangan
Suatu penelitian hukum terapan tidak dapat lepss dari enalims hukum
Normatif karena yeng bakal dinji dilapangan adalah kaidah (Norma) hukum.
penelitian hukum terapan bertitik tolak dari kaidsh (Norma) hukum.
Penelitian ini dilakukan di PT. Telekomuniknsi Indonesia di Ujung Pandang .
Adapun pertimbangan sehingga penelitian dilalukan dilokasi tersebut adalah:
| PT. Telekomunikasi Indonesia wilayah ujung pandang, adalah salsh satu
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa khususnya jasa ta!d;omunjknni
kepada masyarakat baik didacrah maupun dikota-kota bahkan sampai hﬁnnn
negara

3 Dalam melaksanakan proyeknya FT. Telekomunikasi Indopesia di- Ujung

Pandang banyak menggunakan alat-alal, baik itu alat-alat ringan sampei pada

33




alat-alat berat dan alat-alat yang dapat menimbulkan radiasi lengsung terhadap
pekerja jika pekerja tersebul laiai daiam tugasnya

3. PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu perusshaan terbesar di
Indonesia yang mempunyai kantor cabang diberbagai propinsi yang ada di
Indonesia, namun lokasi penelitiannya hanya ditetapkan didaerah kotamadya
Ujung Pandang dan dianggap cukup refrensentatif mewakili daerah kerja lain

dalam lingkungan Wilayah Telekomunikasi VIL (WITEL VII).
3.2. TEKNIK PENGUMFULAN DATA

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharaplan, maka d:lakukan

pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

a Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder melalui literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan, dengan tujuan untuk meletakkan landasan
\eoritienya, disamping itu kndang-kadang data diperoleh melalui dokumen yang
terdapat pada PT. Telekomunikasi Indonesia di Ujung Pandang

b. Penelitian Lapangan (Field Fesearch)
' Pepelitian ini umtuk mempereleh data dengan menggunakan tekmk
wawancera terhadap 2 orang stal administrasi dan 4 orang staf lapangan, serta

melalui angket (kuesioner) terhadap 50 orang pekerja harian lepas,
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33. JENIS DAN SUMBER DATA
Pepelitian yang dilakukan, baik penelitian lapangan maupun penelitian
kepustakaan akan menghasilkan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu :
. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pekerja yang terpilih
sebagai responden
Ditetapkan secara insidental ymtu sampel diambil dan pekerja yang secara
kebetulan ditemui bergedia menjadi responden.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada dalam

bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian

34. ANALISIS DATA

Dari sehruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder
selmjutnya  disnalisis secara kualitaiif dengan pendekataan deskriftif yang
menggambarkan masalah-masalah tertentu menyanghut masalsh pelaksanaan

keselamatan kerja
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BAB LV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA
TERHADAFP PEKERJA FTI.TELKOM UJUNG PANDANG
Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja ini merupakan bagian dari
pembinaan tenaga kerja, yang bertujuan .
1. Melindung tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjasnnya
2. Menjamin keselamatan setiap orang yang bernda ditempat kerja.
3. Agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisiensi.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat komponen penting dalam
pelaksanaan keselamatn kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja,
pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan keschatan khusus, lrmmug keselamatan
kerja serta pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja, maka hasil yang diperoleh

untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Keschatan Sebelum Bekerja.
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja merupakan pemeriksaan keschatan
yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja gebelum bekerja agar benar-bensr

berada dalam kondisi yang optimal.
Pemeriksasn kesehatan sebelum bekerja diatur dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1970 Pasal 8 dan Perafuran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
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Per-02/Men/1980 tentang  pemeriksaan  keschatan tenaga  kerja  dalam
penyelenggarakan keselamatan kerja pada PT. TELKOM. Pemeriksaan kesehatan
gebelum bekerja sudah pernah dilaksanakan sebelum menerima calon pekerja menjadi
pekerja pada FT. TELKOM. Hal ini bertuyjuan untuk meningkatkan mutu dan
produktifitas dan keselamatan kerja para pekerja

(Wawsncara dengan Kasi Pengangkatan dan Mutasi SDM, tanggal 27 Maret 1998)

Hal ini dibenarkan pula oleh salsh satu staf lapangan, yang mengemukakan
balwa sebelum mereka diterima sebagai pekerja, mereka terlebih dahulu diadakan
pemeriksasn kesehatan, disamping penilaian terhadap ketrampilan pekerja

(Wawancara dengan staf lapangan , tanggal 28 Maret 1998)

Lebih jauh dikatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan
pekerjaan atau sedang dalam jam kerja, maka pihak perusabaan menghkondisikan
akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut
Jika akibatnya fatal dan memerlukan perawatan yang lebih intensif, maka si korban
segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat atan dalam bal ini PT. TELKOM menumjuk
Pumah Sakit Akademis sebagai Rumah Sakit yang dikontrak oleh PT. TELEOM.
Mengenai biaya perawatan, sepenubny? ditanggung oleh perusahaan
Kepala proyek dalam hal ini staf lapangan begitu mengetahui adanya kecelakaan
tersebut segera melaporkan kepada pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),
selanjutayn PT. Asuransi Jasa Indonesialah vang mengasuransikan segala biaya -
administrasi. Apabila akibat kecelakaan yang ditimbulian hanya berupa luka ringan,

maka  perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan kecelakan berupa kotak
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Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk sementsra waktu dan selanjutnya

dapat dibawa keklinik-Klinik yang disediakan oleh PT. TELKOM sendiri untuk para

pekerjanya dan keluarganya untuk pemerikasaan lebih lanjut

% Pemenksasn Kesehatan Berkala dan Khusus,

Pentingnya pemeriksaan berkala yakni, untuk mempertahankan kondisi
kesehaian karyawan setelah beruda dilingkungan kerjanya serta untuk menilai
kemungkinan sdanya pengaruh dari pekerjaannya seawal mungkin yang perlu
dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan
Sedangkan pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk memla adanya
pengaruh dari pekerjazn tertentu terhadap pekerja tertentu utau golongan pekerja
tertentu

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan
beberapa pekerja, didapat bahwa selama mereka bekerja dilapangan ataupun didalam
ruangan , mereka gering melakukan pemeriksaan kesehatan, bak kesehatan berkala
maipun pemeriksasn khusus.

(Wawancara dengan para pekerja tangal 27 Maret 1998)

3. Pelaksanaan Training Keselamatan Kerja.

Pelaksanaan training keselamatan kerja pada PT. TELKOM dimakzudkan
untuk menyesuaikan pekerjaan dalam bidang kerjanya serta dibarzpkan dapat
mengetahui dan mentasti siuran-aturan hukum yang berlaku ditempat kerjanys

Disamping itu untuk mengetahul adanya kemungkinan bahaya-bahaya dan gangguan
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yang dapat memmbulkan kecelakaan ditempat kerjanya dan cara-cara pencegahannya
sehingga pekerja dapat lebih berhati-hati,

Menurut hasil wawancara dengan kepala seksi administrasi kepegawaian dan
staf pelaksana K3 (Kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja), mengemukakan
bahwa : training keselamatan kerja permah diberikan kepada pekerja, baik pekerja
harian yang dalam hal ini dikelola oleh pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi ujung
pandang yang mana sebagai pelaksana dari penaganan masalah tenaga harien
dilapangan ditunjuk suatu Panitia Penyelengara Tenaga Harian TELKOM fylmg
bertanggung jawsb langsung pada pihak Koperasi, maupun terhadap Pekerja teknisi
PT. TELK.OM sendiri yang aktifnya lebih banyak dilapangan.

Disamping itu raia-rata pekerja yung dipekerjakan dalam hal ini tenaga lepas
harian (TLH) vang dikoordinir tan.gﬂuug oleh staf lmangan, yang bertanggung jawsb
penuh terhadap semua masalah yang dihadapi pekerja dilapanga adalah orang-orang
yang telah memnuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak koperasi.

Para pekerja/tenaga lepas harian ini merupakan pekerja tidak tetap yang hanya bekerja

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak dalam perjanjian kerja

4. Sistem Pencatatan dan Pelaopran Kecelakan kerja

Sesuai dengan hasil penelitian, PT TELE.OM sendiri menyediskan suatu sistem
pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakamn kerja di suatu .
bugian kerja maka kepala proyek yang dalam hal ini staf lapangan melaporkan

kejadian tersebut kepada ctaf administrasi um@um Yyang menangani masalah K3
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[kﬁﬂjﬂhtm kesehatan, keselamatan kerja). Kemudian petugas K3 tersebut
menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut untuk segera melaporkan kepada
kepaka bagian sumber daya manusia guna mengambil tindakan perbaikan atau koreksi
ditempat kerja

Sesuai dengan kewajiban yang digariskan dalam Undang-undang Nomor
1Tahun 1970 Pasal 11 yang mengatakan bahwa : Pengurus diwajibkan melaporkan
tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang dipimpinnys, pada pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja

Selanjutnys akan dijelaskan berbagai masalah yang menyangiout pelaksanaan
perlindungan keselamatan kerja terhadap pekera pada PT. TELKOM di Ujung
Pandang,

l.i.‘l.ﬂﬂﬂ"l KERJA DAH. ALAT PERLENGHAPANNYA

Mesin kerja dan alat perlengkapan kerja merupakan salah satu faktor penting
dalam pelakeanaan suatu kegiatan usaha

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mesin kerja yang dimiliki oleh pihak
perusahaan tidak begitu banyak dan besar geperti halnya yang terdapat dipabrik-pabrik
dan perusahaan jasa kontruksi. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan tersebut dapat
terbagi 2 (dua) :
1. Sarana utama, yang meliputi : Gedung, sentral, jaringan lokel, transmisi
2. Saran penunjang, yang meliputi : Kendaraan operasional, megin diesel, Genset, Alat

ukur, Tolkid, Baterai, Komputer, AC dan lain sebagainya
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Untuk kendarsan operasional ini dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan
gepertl tangga untuk memanjat tiang, kabel telepon dan p-e.;alatm tekmisi lmnnya, yang
telah ditetapkan sesuai dengan standar dan kegunaannya oleh pihak perusahaan agar

peralatan kerja dan peralatan-peralatan tersebut selalu berada dalam kondisi prima,

| maka pibak perusahaan melakukan pemeliharaan ,yaitu seperti selesai dipergunakan

| peralatan tersebut diperiksa sebelum dan sesudah dipergunakan agar dapal diketahui

apakah alat tersebut dapat difungsikan secara optimal.

4.12.SARANA PERLENGKAPAN KERJA

Faktor-saran merupakan salah satu penentu dalam upaya penegakkan hukum.
Tanpa adanya sarana tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hulum akan
berlangsung dengan lancar.

Faktor sarena tersebut diantsrsnya tenaga manusia yeang berpendidikan dan
terampil, peralatan yang lenghap, dan semua fasilitas yang mendukung penegakkan
hukum.

Dari hasil penelitian dengan melihat data ketenagakerjasn PT. TELKOM
Ujung Pandang menunjukkan bahwa jumlah pekerja/karyawannya adalsh 786 orang
dalam lingkup KANDATEL dan KANCATEL dengan tingkat pendidikan pegawa:
baik yang teknigi, maupun non teknisi sudah cukup memadai demikian juga dengan

tenaga hanannya Dan mt:.mu'ut gtaf administrasi kepegawaian, menyatakan bahwa
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kegiatan latihan dan training dalam rangka peningkatan mutu dan ketrampilan, antara
lain :
a Latihan pengawasan mutu
b. Latihan pengendalian dokumen
c. Latthan manegemen

Dengan demikian tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil sebagai
galah satn faktor yang mendukung pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja
diperusshaanini sudah cukup memadai. Melihat kenyataan ini nampak bahwa
perhatian perusahaan terhadap para pegawainya begitu besar dalam hal peningkatan
kualitas dan demi terwujudnya keselamatan kerja Disamping itu pula perusshaan juga
mempunyai perhatian besar terhadap pekerja misalnya dengan memberikan santunan
jika terjadi kecelakamn kerja Seperti kasus yang terjadi pada salah seorang pekerja
dimana sipekerja tersebut terjatuh dari tangga karena tergelincir tetapi ia tidak
mengalami kecelakaan berat karena ia genantisea menggunaksn alat-alat keselamatan
kerja yang disediakan oleh pihak perusahaan. Selain itu Perusahaan juga memberikan
Asuransi kepada pekerjanya melalui PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) sampai
dia kembali sehat dan dapat bekerja lﬂﬂl

Pada saat dissuransikannya para pekerja ke PT. Asuransi Jasa Indonesialah
yang secara langsung akan menangani dan menanggung segala biaya terhadap pekerja
jika terjadi kecelakaan kerja, dengan terlebih dahulu melaporkan adanya kecelakaan
terscbut. Meskipun pada sisi lain masih ada keluranganays, namun perhatian

perusahaan terhadap pekerja cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan

42




perusahaan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan oleh pekerja selama yang
mengalami kecelakaan berada dalam perawatan dokter, baik itu dokter spesialis
mAUpUn umum.

Adapun alat-alat perlindungan diri yang disediakan oleh perusahan dan
diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pekerja yang memerlukannya adalah
sebagai salah sat upaya untuk mengurangi resiko kecelakasn kerja Penyediaan alal-
alat tersebut dikondisikan dengan jenis pekerjaannya. Jadi tidak semua jenis pekerjaan
mendapatkan alat perlindungan dirl yang sama
Adsapun alat-alat perlindungan diri yang disediakan oleh perusahaan adalah :

a Baju Pelampung,
b. Helm Lapangan;
¢. Kacamata Untuk Solder;
d Sﬁ'ung Tmm
e. Sepatu Boot Khusus (Tahan 4 ton);
f Sabuk Pengaman;
g Ear Mup (Pelindung Telinga);
h. Masker Gas;
i. Jas Hujan;
j- Baju Hangat.
Alat-alat periindungan diri ini sebenamya berbeda dengan alat-alat

perlindungon diri yang ditetaphan mepurut Undang-Undeng Nomor 1 Tahun 1570,
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tetapi alat-alat im disediakan oleh pihak perusahaan guna melindungi pekerja karena
glat-alat ini sesual dengan kondisi kerja yang dihadapi oleh para pekerja

Disampaing menyediakan peralatan-peralatan yang dapat menunjang
keselamatan kerja. Pihak perusshaan juga senantiasa memasang tanda-tanda bahaya
ditempat kerja, penerangan yang cukup, dan pemnyataan-pernyataan berupa tulisan-
tulisan: “Utamakan Keselamatan Anda”, “Pakailah alat perlindungan yang benar” dan

sebagainya

413. KONDISILINGKUP KERJA YANG DIHADAPI

Kondisi lingkup kerja merupakan salah satu bagian dan sustu kegiatan usaha
Hal ini merupakan suatu syarat bagi terciptanya keselamatan kerja pada seliap
perusghaan, karena hal ini yang setiap saat dihadapi oleh para pekerja, baik itu
dilapangan maupun didalam ruangan.

Kondisi lingkup kerja ini banyak sekali dipengaruhi ol¢h berbagai faktor, antara lain
adalah faktor cuaca dan lingkungan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada PT. TELKOM Indonesia di Ujung
Pandang, kondisi lingkup kerjanya sudah sangat baik dan memadai. Hal ini dapat
dilihat dari tersedianya berbagai saran dan prasana yang sesuai dengan Undang-undang
kegelamatan dan kesehatan kerja, sehingga dari kondigi tersebut tercipta kerapian,
kesehatan dan keselamatan dalam bekenja

Pada umumnya para pekerja lebih banyak berada didalam ruangan, sehingga

resiko untuk terjadinya kecelakaan kerja fidak pernsh terjadi. Apalagi dengan




g
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| tersedianya berbagai saran bagi keselamatn mereka dalam bekerja sedangkan pekerja

dilapangan hanya sebagain kecil saja. karena pekerjaan dilapangan sifatnya tidak tetap,
artinya jika terjadinya kerusakan ataupun adanya keluban berupa gangguan dan
pekerjaan suatu proyek tertentu barulah mereka kelapangan.

Untuk pekerjaan dilapangan ini PT. TELKOM telah menyediakan sarana dan
prasana yang memadai guna melindungi para pekerja terhadap resiko terjadinya
kecelakaan kerja Mengingat kondisi lingkungan kerja yang dihadapi oleh para pekerja
lapangan tidak sama dengan yang didalam ruangan, Dimana mereka sering terkena
panas matahari, debu dan hujan Sehingga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan, misalnya terjatuh dari tangga, atau tertimpa benda-benda berat, radiasi dan

salsh gaty peralatan kerja dan lain-lain, dapat gaja terjadi.

4.14. CARA-CARA MENANGANIPEKERJA

Penanganan pekerja dalam suatu lingkup pekerjaan bukanlah hal yang mudah
bagi setiap perusahaan. Hal im disebabkan adanya berbagai masalah yang dihadapi
oleh setiap pekerja sehari-hari, baik it dilapangan maupun didalam ruangan kerja

Dalam hal imi getiap pe.msaham masing-masing I!IE'I'P““F"i tata cara tersendini
untuk menangani masalsh-masalsh yang dihadapi oleh para pekerjanya.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Staf Bagian Administrasi
Umum, bahwa dalam hal penaganan para pekerja PT. TELEOM telah membentuk
suaty Panitia khusus yang membidangi masalah Kesejahteraan, kesehatan dan

keselamatan kerja (K3). Panitia ini yang mengurus segala sesuatu yang menyanghut
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masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jewabnya Adapun
tujuan dari pembentukan panitia ini tidak lain adalsh untuk meningkatkan
kesejahteramn dan memberikan perlindungan dan ketenangan dalam bekerja bagi
pekerja dan keluarganya. Antara lain, dengan adanya fasilitas-fasilitas dan Klinik-
klinik kesehatan vang disediakan oleh perusahaan.

Selain itu perusshaan juga mengikutsertakan para pekerjanya dalam program
jaminan sosial tenaga kerja dan asuransi Jasa Indonesia bagi pekerja tetap yang
mengalami kecekaan dan kematian baik itu anggota keluarga maupun pekerja it
sendiri. Asuransi ini diberikan kepada pelerja/karyawan yang masih aktf dalam
bekerja sedangkan untuk pekerja yang sudah tidak aktif lag, dalam hal ini para
pensiunan PT. TELKOM mereka tidak memperoleh Asuransi ini tetapi selain mereka
mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) mereka juga memperoleh
Dana Pensiun dari PT. TASPEN dan diikut sertakan dalam keanggotasn Persatuan

Pensiunan PT. TELKOM (P2TEL).

42. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1970

a Faktor Hukum.
Dari hasil mengamatan terhadap semua ketenfuan undang-undang nomor 1

tahun 1970, bahwa jika ditinjau dari segi hukumnya maka penerapan ketentuan-
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etentuan dalam undang-undang tersebut belum selurubnya efektif Alasannya karena
ndang-undang tersebut sejak pemberlakuannya masih ada ketentuan yang belum
dilengkapi peraturan pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat
keseragaman sesuai dengan persepsi dan kehendak pemilik atau pimpinan perusahaan.
Demikian pula halnya dengan berlakunya undang-undang ketenagakerjaan yang baru,
gedikit memberikan masukan dan perubahan terhadap pelaksanaan undang-undang
pomor 1 tahun 1970, walaupun perubahan tersebut tidak memberikan dampak yang

besar terhadap efektifitas pelaksanaan dari undang-undang tersebut

b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum ini tidek lain adalah pihak Kepolisian, Kejaksaan,
Hakim yang menerapkan undang-undang Namun karena terlalu luasnya ruang lingkup
dari istilah “Penegak Hukum”, maka hanya dibatasi pada pihak perusahaan dalam hal
ini pimpinan perusahaan beserta stafnya yang mempunyai kewajiban langsung untuk
menerapkan aturan-aturan yang menyangkut keselamatan para pekerja

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat
terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang keselamatan kerja.

Dari hasil wawancara dengan K asi pengangkatan dan mutasi kepegawaian, staf
personalia dibidang K3, diperoleh gambaran, bahwa semua ketentuan yang terdapat
dalam undang-undang keselamatan kerja gudah dilaksanakan sepenuhnya oleh
perusahaan tersebut dengan demikian unfuk terwujudnya keselamatan kerja terhadap

pekerja secara maximum gudah tercapai. (Wawancard tanggal 20, 27 Maret 1998)
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¢. Faktor Masyarakat

Pengertian masyarakat disini dikaitkan dengan pekerja sebagai pihak yang
dlindungi kepentingannya oleh aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan
keselamatan kerja

Menurut Soeryono Soekanto (1986 : 7), salah satu faktor yang mendukung

lancarmya penegakkan hukum adalah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat

| mempengaruhi pene gakkan hukum.

Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban menurut hukum

kewajiban-kewajiban mereka itu sangat berpen garuh pada pene gakkan hukum.
Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban-kewajibannya
maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum
untuk melindungi, memenuhi dan mengemha-ngkm kebutuhan-kebutuhan mereka akan
sesuatu dengan aturan yang ada
Hal itu semua biasanya dinamalan kompetensi hukum yang tidak mungkin
tidak ada, jika warga masyarakat :
| Tidak mengetshui atav tidak menayadsri, apabila hak-hak mereka dilanggar atau
diganggu.
2 Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi
kepentingan-kepentingannyz- -
3. Tidak berdaya untuk memam{faatkan upaya-upaya pukum karena faktor-faktor

Keuangan, sosial, psikis, atas politik
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4. Tidak mempunyai pengalaman-pengalaman menjadi enggota organisasi yang
memperjuangkan kepentingan-képentingan mereka.

5. Mempunyai  pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi
dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

PT. TELKOM sendiri menekankan pada setiap pekerjanya untuk menggunakan
gemua alat perlindungan kerja yang disediakan oleh perusahaan secara cuma-cuma,
yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan
(Wawancara dengan staf administrasi umum bidang K3 pada tanggal 21 Maret 1998)

Dari hasil pengamatan yang diadakan dilapangan dan hasil angket (kuesioner)
terhadap S0 orang dari 197 orang pekerja harian dilapangan, yang bersedia menjadi
responden penulis, mereka mengatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan
mereka senanliasa menggunakan alaf-alat I{EEE.IErﬂEiE.IJ kerja yang disediakan oleh
pihak perusahasn dan pihak penyelenggara tenaga lepas hariannya

Selain itn mereka juga menyatakan bahwa sistem pelaksanaan perlindungan
keselamatan kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan sudah sangat baik dan sesuai
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Ini terbukti
bahwa dalam larun waktu S (lima) tahun, yaitu dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun
1997, jum!ah pekerja yang mengalami kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan
kerja dapat diatasi dengan baik oleh pihak perusahaan. Untuk lebih jelasnya kita dapat

melihat melalui Tabel di bawah ini :
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Tabel Jumlah Pekerja yang mengalami kecelakaan

Dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 1997.

r Jenis kecelakaan yang dialami pekerja | Yang meninggal Dunia

Tahm dilapangan (orang)

Ringan (orang) Berat (orang)

1993 30 1 1
1994 15 - .

1995 10 * -

1996 7 : )

1997 4 - )

Jumlah 66 1 )

Sbr. KANDATEL WILAYAH VI UTUNG PANDANG, 1957

Dari Tabel diatas kita dapat melihat bahwa jumish pekerja yang mengalami
kecelakaan pada saat bekerja dalam burun waktu 5 (lima) Tahm adalah 66 orang yang
mengalami kecelakaan ringan, Yang dalam hal ini misalmya luka karena lecet, teriris
pisau pada saat memotong kabel dan keseleo, 1 orang yang mengalami kecelakaan berat
ﬂﬂlmmdmmaﬁmymsmngﬂdha&mpmhh dan salah salu anggota
badan tertimpa benda keras geperti tiang kabel dan gulungan kabel, setta 1 orang yang
meninggal duﬁ; pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1994 sampal dengan

tahun 1997, jumleh pekema Y&05 mengalami kecelakasn pada saat bekerja
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mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perhatian pihak perusahaan
terhadap keselamatan para pekerjanya dalam bekerja, yaitu dengan menyediakan alat-
alat keselamatan kerja yang tujuannya agar jumlah pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja pada tehun-tahun berikutnya dapat diatasi. Sehingga pada akhimya
diarapkan jumlah ini menjadi tidak ada

Dari hasil pengamatan tersebut nampak dengan jelas bahwa penggunaan alat-
alat keselamatan kerja sudah sepenuhnys dilaksanakan secara efektif dan im
merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan keamanan dalam
bekerja dan peningkatsn produktifitas perusahaan serta merupakan faktor pendukung

dalam pelaksanaan perlindungan keselamatn kerja

42.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA
Faktor-faktor yang mendukung untuk mewujudkan keselamatan kerja pada PT.

TELEOM Ujung Pandang adalah:

1. Faktor Sarana

Tersedianya sarana yang memada berupa tenaga kerja manusia yang
berpendidikan dan terampil dalam bidang kerjanya adalah merupakan salah satu faktor
yang menunjang terlaksananya perlindungan keselamatan kerja pekerjanya Disamping
itu didukung pula oleh peralatan-peralatan baik untuk kegiatan proyek maupun untuk

melindung: diri yang sudah m¢m3d3i dan sudah memenuhi standar sebagaimana yang
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ditetapkan dalam undang-undang keselamatan kerja, bagi perusahaan yang bergerak

dibidang jasa Telekomunikasi seperti PT. TELKOM Ujung Pa.;dang 1M,

7. Faktor Pembinaan

Faktor lain yang mendukung dalam upaya mewujudkan keselamatan kerja
adalah faktor pembinaan,

Pembinaan yang diselenggarakan oleh para pengurus afan perusahaan PT.
TELKOM Ujung Pandang, terhadap para pegawai dan para pekerjanya, telah
dilaksanakan sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang Misalnya dengan
mengadakan penuyuluhan-penyuluhan, latihan-latihan, dan kursus-kursus, penyediaan
facilitas-fasilitas kesehatan berupa kotak P3K dan penyediaan klinik-klinik
perusahaan, pemasangan gambar-gambar keselamatan kerja ditempat kerja yang
berbahaya, serta pembentukan panitia pembinaan keselamatan, kesehatan dan

kesejahteraan kerja. Yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

411. FAKTOR-FAKTOR YANG  MENGHAMBAT PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA.

Disamping adanya faktor-faklor yang mendukung pelaksanaan keselamatan
kerja pada PT. TELKOM terdapat pula faklor yang identifilasi sebagai faktor yang
menghambat keselamatan kerja

Adapun faktor tersebut adalah lambannya sistem kerja Managemen

Personalianya dalam hal mendata jumlah pekerja yang me ngalami kecelakaan kerja
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Hal ini terjadi karena para pekerja jarang melaporkan kecelakaan yang
dialaminya dan umumnya mereka hanya mengalami luka ringan sehingga mereka
jangsung pergi keKlinik-klinik yang disediakan oleh pihak perusahaan tanpa
melaporkan jenis kecelakaan yang mereka alami tersebut Apakah tergolong jenis
kecelakaan ringan atau kecelaan berat. Jadi dengan kata lain Pihak Personalia hanya
bersifat menunggu laporan dari pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut

Hal ini sebenarmya dapat diatasi apabila fungsi manageman personalia lebih
ditingkatkan dan lebih memperhatikan hal-hal yang menyanghkut pelaksanaan
perlindungan keselamatan kerja Misalnya dengan membuat laporan periodik tentang
kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam suatu kegiatan proyek serta meninci
penyebab-penyebab tersebut tanpa harus menunggu pekerja tersebut untuk melaporkan

kejadiannya
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BAE V

PENUTUP

51, KESIMPULAN

|. Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970 sudah sepenuhnya terlaksana di-PT. TELKOM Indonesia di Ujung
Pandang. Hal ini dapat di lihat dari kesadaran para pekerja akan kese¢lamatannya
dalam bekerja mengingat kondisi lingkungan kerja yang mereka hadapi setiap hari.

). Tersedianya sarana dan alat-alat perlengkapan keselamatan kerjs diperusahaan
untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja, dan untuk menekan sekecil mungkin
dampak kecelakaan kerja yang sudah me madai.

Adapun faktor penghambat adalah managemen personalianya yang masih kurang

efektif dalam hal penyusunan data j umlah kecelakaan kerja yang terjadi.

5.2. SARAN

1. Hendaknya pihak perusahazn lebih meninghkatkan sistem kerja personalianya yang
menangani masalah K3 (kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja) dan
menyediakan suatu bagian kerja yang khusus menangani masalah data
ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat memberikan

las meneganai jumlzh kecelakaan kerja yang terjadi dalam

informasi secara je

setiap tahunnya

T !

T —




2. Hendaknya frekuensi penyuluhan hukumnya khususnya * mengenai

pentingnys keselamatan kerja dikalangan pekerja perlu ditambah dan terus
diadakan meskipun jarang terjadi kecelakaan kerja pada perusahaan ini,

Mengingat hal ini sangat penting, agar para pel-:erjﬁ merasa aman dalam
bekerja
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12.
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Bedjo Siswanto, 1987, Menajemen Tenaga Kerja, Sinar Baru, Bandung.

Darwin Prinst, 1994, Hukum Ketenagakerjaan Indonesi . :
Bakti. Bandung, ] nesia, PT. Citra Aditya
G. Kartasapoetra, B. G. Kartasapoetra, A G. Kartasapoetra, 1993, Hukum
Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina
Aksara, Jakarta
G. Kartasapoetra, Rience G. Widianingsih, 1985, Pokok-Pokok Hukum
Perburuhan, Armico, Bandung,
Halili Toha, 5.H., Hari Pramono, 1986, Rineka Cipta, Jakarta
o ivessssseeenseey 1989, Hukum Perbwruhan Undang-Undang Dan Peraturan,
Djambatan, Jakarta
Tmam Soepomo, 1986, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta
L S. T. Kansil, 1989, Hukum Perusahasn Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta
Sendjun H. Manullang, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Soejono, Tanpa Tahun, Petunjuk Praktis Keselamatan Kerja, Jilid [, Barata
Karya Aksara
Suma’'mur P.E_, 1993, Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan,
CV. Haji Mas Agung, Jakarta
somnnnnry 1004, Higyene Perusahaan dan Kerehatannya, CV. Haji Mas
Agung, Jakarta
Bacaan Tambahan :
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Nomor II Tahun 1993
Tentang Garis-Gariz Besar Haluan Negara (GBHN).
- Arief 5., 1994, Undang-Undang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka
inta Mas, Surab ; 5
- K. Wantjik 1:‘ri.E'-Js?lt:LI:t, 1992, I{?i:-b Undang-Undang Republik Indonesia,
Ghalia Indo, Jakarta. |
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- Majalah Jaminan Sosial Tenaga Eerj2 (JAMSOSTEK). _
- Undang-Undang Nomor 1Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

; Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
R P';' Telekomunikasi Indonesia Nomeor : KD. 4/PD&00/SDM-12

/06 Tentang Pakaian Dinas dan Alat Perlindungan Kerja
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PL. TELEIOMURIIGAS! IMDONESIA

LKOM

KEPUTUSAN DIREKS| PERUSAHAAN
PERSEROAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA e
NOMOR : KD, & [PS600/SDM-12/96

TENTANG

PAKALAN DINAS DAN ALAT PERLINDUNGAN KERJA

DIREK S| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Menimbang . a bahwa pakaian dinas kerja merupakan salah satu

cara untuk meningkatkan jiwa korsa serta dapal
menanypilkan citra baru can budaya perusahaan; -

b. bahwa penggunaan Alal Pelindung  Kerja
merupakan usaha untuk menjaga keselamatan dan
kesehalan pegawa selama melakukan
pekerjaannya epsual dengan jenis pekerjaan dan
lokasi kerja. :

¢ bahwa seluhungan dengan pulir a. dan b. di atas,

" maka dipandany periu mengalur kemball ketentuan

lenlang pakaian dinas dan alat perlindungan kerja
pegawai dalam sipatu Keputusan Direksi.

Mengingat -1, Anggaran Dasar Perusahaan F’e{seman (Perseroc)
pT. Telckomunikasl Indonesia  yang telah
divmumkan dalam Berila Megara Rl Momor 5.
tanggal 17 Januarl 1892, Tambahan Hla:urm:«rh 210,
gebagaimana jelah heberapa kaii diubah dan
terakhir 1elah diumumkan dalam Barita Negara Rl
nomor 76 tanggal 27 Seplember 1995, Tambahan
Momor 7900;

2 Keputusan penteri Keuangan Republik indonesia
Momar 1‘55!}"-’.!-.:1!{..&15!1535 tanggal 19 Maret 1993
fentang pemberhentian dan pangangkatan

P-.nggula-a:‘tgguia Direksi Perusahaan Perseroan

; : i Indonesia;
[_F’&rserﬂ‘j =T. Tl}'-ﬂ'r'itlm..lhlha'm In+. o

9 Hepulusan Direksi Monor EJFS‘IEGISEKFBDJ 1894
| tangg @l g Januafi 1994 entang Pedoman
1‘*‘::n11mnlukan welampuk Kefa,

[
-

& Jupati Ne 1 Tl . 0G2 - 22 - A2 maeh Fax LWz - -

oy qHITIRD e b A e

e
{((ANTOR PERY SAHAAN e -




- ——

(Persero),
mMemperhatikan Suratl Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi Nomor: UM.0D1/4/2/SEKJEN!
PPT-85 tanggal 9 Maret 1895 tentang Pengaturan
Pakaian Dinas PT TELKOM.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
a.

b.

f BemE=l B0 E i.—

4. Keputusan Direksi Nomor KD.TEL.G4/HKOO/PEG-
32/92 langgal 29.' Januari 1892 {entang Peraturan
Dasar Kepegawaian PT, Telekomunikasi Indonesia

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN  ALAT
PERLINDUNGAN KERJA PEGAWAL.

BAB |
UMUM
Bagian Perlama
Pangeriian

Pasal 1

ikasi Indonesia;
TELKOM adalah Perusahaan perseroan (Persero) PT Telekomunikas

1

Direksi adalah Diraksi TELKOM;

berlaku di
hi syaral-syarat yang .

; ang !elah memenu! ri penghasilan §
FPegawal Ed?lah mErE:Fi; Ei.regks'l dan diserahi lugas EE.ZaL ?[IE?_KS}M, Tenaga
TELF.DM.k 11ar;9:1t :Eﬁg beriaky, yang terdid dar Peas ® -
menurul keteniud

. profesional;
Pekerja Berjangka WWakiu dan Tenaga Pekerd P _

i ' ai dalarm menjalankan
dalah pakaian yang wajib dipakal gleh pegaw
Pakaian Dinas a

tugas pekerjaan nya,

P s i pelindun J'PE!"IQE“"E""
.. adalsh 28t yand kerung= TH:E:I 'l?f;as le?lan!u untuk
Alat Keselamalah jiokiy Teh pegawal Ealia menja:i'1n ang diakibalkan dari jenis |
P Ee el mp'altiilr gar’l kecelakaan kerna alau sakily
menjaga ayarl Lerhin

f  Lokasll...
pekerjaannya.



TELKOM

Fasal 4

ppH Perusahaan yang dimaksud pada

. T pasal 3 ‘ -

Finas dengan bentuk, jenis dan wama, yang dia?ua;ﬂg E{E} butir a. adalah pakaian
Keputusan ini, yang pada dasarnya adalah sebagai bErii-ruatfa rinct dalam Lamplran

Untuk pria; kemeja warna aqua
. : reen, col i
TELKOM, dan ikat pinggang warnf hitars: ana panjang warna gelap, dasi v

b, Untuk w nita: blus bermalif, rok dan ﬁlaze; warna hijau losca, serta scarf

y PDOH Perusalaan dikenakan setiap hari Senin dan Rabu sen
dgiselenggarakan Apel Fagi, dengan kelentuan sebagai berikul; serla pada saal .

a. Pria:

i) POH Perusahaan lel.gkap dengan dasi «.kenakan oleh pegawal :

a) Tingkat1-10;

by HKakandatel, Karancatel dan Unit-unit Pe.yanan yang lain sampai
dengan pejabat paling rendah;,

g] Khusus pegawe' pria yang berugas di Service Poinl, frant office
dan samacamnya, wajib mengenakannya setiap hari kerja (bukan
hanya pada hari Senin dan Rabu saja).

i) POI{ Perusahaan tanpa dasi dikenal an oleh pegawai yang tidak
lermasuk dalam ayat (2) bubr &, i) d.alas.

' b, Wanila;

1) POH Perusahaan dikenakan secard lengkap yang terdiri blus. oK,
olazer serta scarf; i

lengkapl blazer dan scarf,

iy PDH Perusahaan bagi wanita hamil tanpa di e
Kepulusan ink

dengan mangikuti pnlongan sesual Lampiran

: I g gan
iy Khusus pegawai wanila yang hertugas di Service _F'mnts Tr?;'::hg:-mhanya
cemacamnya, wajib mengenakannyd sctiap hari kera {

pada hari Senin dan Rabu saja).
un 1996 dan yanhun-tahun berikutnya

i i ilai
diteznlukan lebit lanjut, sen
e tiap hari diberikan

/ (3) F‘PH Perusah.an bag pegawai untuk tah
berikan dolan benluk uang yang besamya K20 T o s
= Salu slel per pegawal, kecuali bagi yand harus mMengers

senilai dua stel per pegawal.




TELKOM

Bagian Kedua
Alat Keselamatan Ferja (AKK)

Pasal 15

(1) Jenis Alat Keselamatan Kerja (AKK) meliputi -
a. Baju Pelampung;
b. Helm Lapangan;
e,  Sarung Tangan Karet,
d. Kacamala untuk Solder,
g. Sepaiu Bool Khusus (lahan 4 ton),
f. Sabuk Pengaman,
g Ear Mup (pelindung telinga);
h. Masker Gas;
i Jas Hujan.

(2) Alal-alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tergambar
dalam Lampiran Kaputusan ini.

Pasal 16

i

Alal Keselamatan Kerja (AKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, wajib diﬂatqai
pegawai yang menurul sifat pekeraannya memerlukan alat periindungan kerja terseout.

¥

Pasal 17

i n.
Mlal Keselametan Kerja (AKHK) disediakan oleh Perusahaan sesual dengan kebutuha

gAB IV
PAKAIAN LAINNYA

Pasal 1B

T ol eperti berikul
"'tran-g dimaksud dergn pakaian lainnya adalah jens-jenis palkaian S&p

a. Pakaian/.....




TELKOM

" pOL diberikan da.am bentuk nalura dan maksimal dua kalj dalam selah
3y un.

BAB |V

PAKAIANIALAT PERLINDUNGAN KERJA

-
Bagian Pertama
Pakaiar Perlindungan Keria
Pasal 10

(1) Jenis Pakaian Perlindungan Kerja (PPK) terdiri dari :

3. Baju Hangat;

b, Baju Laboratarium;

c. Baju Kerja {werk pack).

{7} Disain, warna o in kelentuan .ainnya sebagaimar.a lergambal dalam Lampiran
Keputusan i,

Pasal 11

i ruangan yan
PAK Bajn Hangat dipakai oleh pegawal pada sarlt m:lalcal-:sanahan tugas di ruangan yang
tpersyaratkan dan bersuhu di bawan 21 deraja’ Celcius.

Pasal 12

se i di laboraterium dan
PPK Baju Laboratorium wajib dipakai oleh pegawal ya_ﬁ ti::hem;gdaas e acion
niral serta dokter/paramedis yang DEeriugas di polikink p m

luﬂ“nya_

Pasal 13

engkel, bagian

i kerja di b
ai yang berer] oy yang

FPK Baju Kerja (werk pack) wajib dipakai oleh pegaw fempat  kera

‘@l daya (diesel  reclifier), main-hole atau d
m&nsa‘ﬂfalhannyal

Pasal 14

| uH'
dua stel splahun dalam ben?

; tal
PPH diberik an sesuai dengan ke hul_uhanl. IT"IEH.E!-LF:“ dengan kﬂbUthan'



2 . | " TELKORS

CONTOM/ HAMBAR ALAT Kg |
SELAMATAN KE
: RJIA (AKK)

gAJU PELAMPUH &

Pamakai

pagawai/ petuins yang melakukan F_ﬁ“?f“
parjialanan dinas menyeberang | T“Jﬁ }
tunpai atau selat, penyediaan )y 1y
a1at tsb ditentukan di UPT tar- H[hﬁj;}r
tentu, diperlukan maksimum sg- ' . S
suai kapasitas pearahu, jenis 1 H
pelampung jenis survival (se - _'{néjﬁrw
jenis yang dipergunakan di pe - RN
sowat terbana). {; . ™
Panggantian sasuai Kebutuhan. khigf Hi__f

HELM LAPANGAN/ PENGAMAN ; ¥~

Pemakai = JLUAKAB ‘J
gahan dari Fibre, pangguntiaﬁ
3 tahun sekali.

SARUNG TAMHGAF KARET ;

Femakai z ‘atugas kamar ACCU
: : e
Penggantian 1 tahun sekali. | S
G AE e o
‘ R
il = e T L
SARUNG TAMGAH KANVAS/ KATUN 3 Pl i i oy e O

Femakai ;
i o rﬁﬂ
' s .Jj-fr;f': ALy e an
 Pegawai Gudang, maksimum 10 - ,?_,i:--“.-',-_f_?_j.{_.'e;“l:_’ij-ﬂ}
pasang tiap gudang. R E )
Dinas jaringsn tiap grup 2 (dus: ,,“"-E‘{'n'[.:‘-* ‘m’w'ﬂf“ﬁ 1"‘*5?"'1:&5
pasang. l‘n. i ]FE‘r:
Pagawai Coin Box masing-masing gxﬁg WrﬁLﬁpg;ﬁ
1 {satu) pasang. : udmwmﬂ
. T e III4 i 4
Bohan kajn kanvas, peng = : u? }
gantian setiap tahun.
B v .'.':1:-_:‘ T-'-r 7
KACAMATA SOLDER ; ﬁe-l:g?h_ fﬁé‘f c-.
,lrn-\'r ,F- ﬁ.h! I--i'1 -|.|.|
Diberikan ties sektor 1 buah. IIE,'EI_L it ’H""
Penggant jan sesuai kebutuhan- %fT

e .'_:. -rui'.-_' ‘f'
"uiﬁ ;,-o:'sbe:.u
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PZALINDUNGAN  KERJA .

paju Hanga.

Pagﬂﬂﬂi Y g bﬁkﬁrjﬂ i ruangan

nawah 21 derajat Celcius,

SEhﬂﬂﬂim&n!' dimaksud dalam gambar.

1.

AT
"

':.':I

 TELKOM
L/

Yang mempunyai auhu udaro di

harus memakai baju hangat

Bahan terdiri atar 2 (dua)

lapiz

a. Lapis luar behan agak
taebal dari waol lTokal
warna bir. tua (cobalt
blual.

b. Lapis dalam dari saten
warna biru =uda (corazsl
Blue).

Model baju hangat (seperti

dalam gambar) dengen Ketentuan
sbh

s Krah/ leher beidiri.

b. Langan panjang sAmpA i ?
(1ima) cm Ji bawah sandi
pergelangan tangan.

1ah kiri,

C. saku atas sebe s
saku bawah 2 {dua) kanan
kiri.

d Memakai tamgn? fulpen

) pada lengan kiri atas.
a panjanyg baju sampai 20 Cm
‘ di bawah Jutut.
Memakai kancing baju ¥:EE

o gasuni dangaq lapis
{ bukan resluitingl.
gagian hal=kand mﬂ?:Ei;

8- han pinggand dan be
hawah di tengah.

i sa

L-gn TELKOM disulen d3 dada

D .

balah kiri atas.

Baju Laharutﬂriumf -----



_ﬂ
B
b |
TELKOM = |
; i
Parlindun e ' =
_ gan Karija Wark Park. 1 ot
Bagi pegawai ya ] '
A1 yang bekarj ' 'y
hﬂ.rua menﬂﬂﬂﬂknn warP an marn h'ﬂ-lﬂ }|
Qﬂmhﬂr—‘ " I'-'IE:I"H, eagR] .‘::
¢ 5
1. Eﬂhﬂ'n dari ; :!
co i
{cobalt D]U;Bnﬂ warna biru tua -.
e

Potongan dan bentuk werk park:

a.  Leher/ krah bardiri.

b. Lengan panjang.

“ Saku atas 2 (dua) buah
dengan tutup.

d. Memakai tempat fulpen
pada lengan kiri atas.

@ Memakai Tidah bahu.

T Memakai logo TELKOM di
atas saku sebelah kKaenan.

g - Ban pinggang dgn Eancing
depan dan karat di ba -
lakang.

h. csaku celana baegiarn dapan
hawah 2 (duw) bush depat
mengembang Dbag:i - be -
lakang.

1 Memakai Resluiting dari

i baju 5ampﬂ'i ka caland.

] Baju dan celana digambung

© (menijadi satul.
2 {dua)
u belakand
K - Eﬂgh dangan map?akﬂ.‘l tutup
dan kancing bald-
atas
jgulam di
a. - Logo TELKOM | Cllh kanan dendal
saku baju S8 el
ukuran 2 ¥ 5 =




" CONTOH GAMBAR PAKAIAN
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" TELKOM
Al S

-
e e o

(p—— S er



_l.al.T“}ali Depan v/ _ ..

| i
» Ban F"lﬂéﬂlrg A% tm TELH{} !
¢ 5ok bﬂllﬂll T'él’ﬂ"l- M .I
Zipper el dalam 4
s |
1
f
Y Sdlrﬂ-uugdu dlﬂﬁh:l: Timelily _|I
cmp Ranlong e csi (< bery Skofp Poi / Lipil had:
Bgibay  Lubut T |
Samping
i:!%]jp’r T;l['_f L] -——--» Flnaly st pin
e Iﬂ‘u \ bngum Man?
"'I'I -~
L i ——a Yaky ‘L{nli.lg[ bel
e Jy 1:C||I:E1 _
|

Be. akang

=y o2 T 4LEd
“:Eﬂ- :E _5 i ::L:-"
LS ._I . &

p—" 1 [ E'

S Salﬂl:.lwﬂ& Ll d'.
! bineli’y

.y diyalut tind
i £ hdge ' ngh'mnrl i




il

G‘ i
fIJ;'é&*ATU a00TH Kiusus

(Tahan 4 tonl ;

pemn“ﬂi

patugas Gudang Besar, Ktr_
parusahaan dan DIVRE, tiap
1okasi guiang besar di -
sadiakan 4 pasang (3 ukur-
an) .

i

b patugns JARKAB diberikan
{ (satu) pasang per—grup.

panggantian setiap tahun.

cepATU BOOTH KARET
pemakai
petugas Dinas .uar, tiap grup

2 pasang.
penggantian s& iap tahun.

EAR MUFF (PELI 'DUNG TELINGA) ; X

r

Femakni :

Para paguwai/ potugas di ruang
diasal.

Pengadaan/ panyggantian ditentu-
ken dapat 3 tahun sakali.

WASKER Gas ;

Pemakai

F‘nrelu Pegawai,/ petugas yang be —
iria di ruang AccuU, Dinas Luar
Wanhole), Teknik Jaringan.
Mggantian ditentukan 3 tahun
#kali, Kecumli filter maksimum
Bt ahyn sakali .

‘TELKOM

. ot

T =t L gEk i
I aea dne)
b - o oA
pargE ™ GEaen S

-
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TEL 04

PACAIAN DINAS |
LAPANGAN
PrIA

1 ‘Tafﬂpah Depan

Lapitan Merah

Epoulete

'|_'..I'l-ﬂll.-a g bullpen

S_HT'M J/ renileng
Tempat  Boll pen

y Tempal Rarl
(KNt ing dr:'uulidm];:fl St

Balas pliggang
] :
¥ kllmng [ Rumah (hat Prayiang e

, klep Konlong
F PLﬂ'l = I||;'i‘1.

R £ pocpei £ 81 B Cm.

e ===y Logngon hierali

PRI T <1 1| | bry al ﬁIJﬂil]t Lpudih ( 27m)

- Eelk _q o L] 8

dari  Baimn yry <dna
clgit m':lE'eryﬂ.'
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